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Abstract. Traffic accidents on the motorway can be caused due to the driver, vehicle and environment, or a 

combination of two or more of these factors causes. Kcelakaan this could happen on the highway or other 

public roads. To compare the rate of accidents on the motorway then made this research on the motorway 

jagorawi. The case became the object of this paper is on the oversight performed by Saiful Jamil, due to 

negligence resulting in traffic accidents with deaths and injuries. Method research approach in this thesis is 

normative, the research done by examining the materials primary law and secondary law. Which dedukatif 

by analyzing the legislation, as well as the principles, theories, and conceptions of the scholars who explain 

about matters relevant to the research conducted Writer namely on traffic offenses committed with 

negligence resulting in deaths and injuries. PenelitianinimengambilsuatukesimpulanPertanggungjawaban 

performed by Saiful Jamil divided into two. First, accountability materially, loss meteril yaiu Saiful Jamil 

their responsibility to replace or repair the rental car that Saiful Jamil and had to endure treatment for 

victims who were injured. Second, as a Formal accountability is a criminal trial so therefore it is 

appropriate when Saiful Jamil should drop criminal penalties as the impact that caused the 

kecelakaan.Faktor the cause Saiful Jamil is not subject to criminal sanctions in this accident fatalities and 

injuries is part of a family Saiful Jamil own psychic has affected and a great burden to Saiful Jamil as he 

lost a wife, so that a material consideration in the judge issued a verdict. 
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Abstrak. Kecelakaan Lalu Lintas di jalan tol dapat disebabkan karena faktor pengemudi, kendaraan, dan 

lingkungan, atau kombinasi dari dua atau lebih dari penyebab faktor tersebut. Kcelakaan ini bisa saja 

terjadi di jalan tol atau jalan umum lainnya. Untuk mengetahui perbandingan tingkat kecelakaan pada jalan 

tol maka dibuatlah penelitian ini pada jalan tol Jagorawi. Kasus yang menjadi objek penulisan ini adalah 

mengenai kealpaan yang dilakukan oleh Saiful Jamil, karena kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu 

lintas dengan korban meninggal dunia dan luka-luka. Metode pendekatan penelitian dalam skripsi ini 

adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder.  Yang secara dedukatif dengan menganalisa terhadap Peraturan Perundang-

undangan, serta asas, teori, dan konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang hal-hal relevan 

dengan penelitian yang dilakukan Penulis yaitu tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan 

kealpaan yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka. Penelitian ini mengambil suatu 

kesimpulan Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Saiful jamil dibagi menjadi dua. Pertama, 

pertanggungjawaban secara materil, kerugian secara meteril yaiu adanya tanggung jawab Saiful Jamil 

untuk mengganti atau memperbaiki mobil yang Saiful Jamil sewa dan harus menanggung pengobatan bagi 

korban yang mengalami luka-luka. Kedua, pertanggungjawaban secara Formil adalah pidana percobaan 

sehingga oleh karena itu adalah tepat apabila Saiful jamil harus di jatuhkan pidana denda sebagai dampak 

yang di timbulkan dari kecelakaan.Faktor-faktor yang menyebabkan Saiful Jamil tidak dikenakan sanksi 

pidana yaitu dalam kecelakaan ini korban meninggal maupun korban luka adalah bagian dari keluarga 

Saiful Jamil sendiri yang secara psikis telah mempengaruhi dan merupakan beban berat bagi Saiful Jamil 

karena harus kehilangan seorang istri, sehingga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengeluarkan 

putusannya 

Kata kunci : kecelakaan lalu lintas 
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 Pendahuluan  A.

Pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat, 

mengakibatkan manusia dapat hidup lebih tentram. Akan tetapi di sisi lain terdapat 

pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman 

kehidupan manusia. Kenyataan menunjukan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas 

terjadi setiap hari yang mengakibatkan matinya manusia, cideranya manusia dan 

kerugian secara material. 

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa 

bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga 

tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-

kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-

kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas perlindungan terhadap 

kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di 

lain pihak.
1
  

Berdasarkan Pasal 28J ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “ 

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ’’.
 

Disini dimaksudkan bahwa setiap 

berkendara kita harus menghormati hak orang lain dalam mengemudi dengan tertib 

supaya kita dalam berkendara akan lebih berhati-hati lagi dan hal itu otomatis 

menghargai nyawa kita agar berkendara secara teratur.  

Ilmu atau pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yaitu hukum 

pidana. Ilmu ini adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu Negara 

Indonesia dinamakan hukum pidana positif. 
2
 

 Landasan Teori B.

Pengertian hukum pidana di temukan sebuah kesukaran untuk memberikan 

suatu batas yang dapat mencakup isi atau aspek dari pengertian hukum pidana itu 

sendiri, karena pengertian dari hukum pidana itu sangatlah luas, dan tidak bisa hanya 

dijelaskan dengan suatu kalimat atau beberapa petikan kata – kata. Hukum pidana 

merupakan bagian dari hukum publik yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan
3
 : 

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) 

larangan melakukan perbuatan – perbuatan (aktif/positif maupun 

pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana 

(straf ) bagi yang melanggar larangan itu. 

2. Syarat – syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si 

pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang di ancamkan pada 

larangan perbuatan yang di langgarnya. 

3. Tindakan dan upaya –upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui 

alat – alat perlengkapannya ( misalnya kepolisian, kejaksaan dan hakim ), 

terhadap yang di sangka dan di dakwa sebagai pelanggar hukum pidana 

dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan 

sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya – upaya yang boleh 

dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut 
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dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak – haknya dari tindakan 

Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut. 

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua di sebut dengan 

hukum pidana materil yang dapat juga disebut dengan hukum pidana abstrak dapat 

pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya 

adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana 

yang berisi mengenai aspek ke tiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut 

juga dengan hukum pidana konkrit atau hukum pidana alam keadaan bergerak, yang 

juga sering disebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab 

Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, yakni UU No. 8 Tahun 1981).
4
 

 Hasil Penelitian  C.

Pengertian hukum pidana di temukan sebuah kesukaran untuk memberikan 

suatu batas yang dapat mencakup isi atau aspek dari pengertian hukum pidana itu 

sendiri, karena pengertian dari hukum pidana itu sangatlah luas, dan tidak bisa hanya 

dijelaskan dengan suatu kalimat atau beberapa petikan kata – kata. Hukum pidana 

merupakan bagian dari hukum publik yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan
5
 : 

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) 

larangan melakukan perbuatan – perbuatan (aktif/positif maupun 

pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana 

(straf ) bagi yang melanggar larangan itu. 

2. Syarat – syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si 

pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang di ancamkan pada 

larangan perbuatan yang di langgarnya. 

3. Tindakan dan upaya –upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui 

alat – alat perlengkapannya ( misalnya kepolisian, kejaksaan dan hakim ), 

terhadap yang di sangka dan di dakwa sebagai pelanggar hukum pidana 

dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan 

sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya – upaya yang boleh 

dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut 

dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak – haknya dari tindakan 

Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut. 

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua di sebut dengan 

hukum pidana materil yang dapat juga disebut dengan hukum pidana abstrak dapat 

pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya 

adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana 

yang berisi mengenai aspek ke tiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut 

juga dengan hukum pidana konkrit atau hukum pidana alam keadaan bergerak, yang 

juga sering disebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab 

Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, yakni UU No. 8 Tahun 1981).
6
 

 Kesimpulan  D.

1. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Saiful jamil dibagi menjadi 2 yaitu. 

Pertama, pertanggungjawaban secara materil, kerugian secara meteril yaiu 

                                                           
4
Ibid,hlm.3 

5
 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana , Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori – teori Pemidanaan & 

batas berlakunya Hukum Pidana Bagian 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 2 

 
6
Ibid,hlm.3 



806 | Irsyad mujahid, et al. 

Volume 2, No.2, Tahun 2016 

adanya tanggung jawab Saiful Jamil untuk mengganti atau memperbaiki 

mobil yang Saiful Jamil sewa dan harus menanggung pengobatan bagi korban 

yang mengalami luka-luka. Kedua, pertanggungjawaban secara Formil adalah 

pidana percobaan sehingga oleh karena itu adalah tepat apabila Saiful jamil 

harus di jatuhkan pidana denda sebagai dampak yang di timbulkan dari 

kecelakaan. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan Saiful Jamil tidak dikenakan sanksi pidana 

yaitu dalam kecelakaan ini korban meninggal maupun korban luka adalah 

bagian dari keluarga Saiful Jamil sendiri yang secara psikis telah 

mempengaruhi dan merupakan beban berat bagi Saiful Jamil karena harus 

kehilangan seorang istri, sehingga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam 

mengeluarkan putusannya. 

 Saran E.

1. Bagi pengendara bermotor, harus memiliki kewaspadaan di jalan dan harus 

mematuhi atau melaksanakan tata tertib lalu lintas, terutama tata tertib 

keamanan berlalu lintas supaya tidak merenggut korban jiwa dan bisa 

merugikan orang lain. hal ini harus disadari pada setiap pengendara bermotor 

dijalan terutama jalan tol agar tidak ada yang dirugikan. 

2. Bagi para penegak hukum, peraturan lalu lintas ini harus tegas dalam 

menangani para pelanggar lalu lintas dan memprosesnya secara hukum. 

Penegak hukum peraturan lalu lintas harus lebih rajin menghimbau 

pengendara bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas tidak hanya 

disiang hari tapi dimalam hari karena banyak pengendara bermotor yang ugal-

ugalan atau memacu kendaraanya terlalu cepat di jalan tol sehingga bisa 

mengancam keselamatan dirinya maupun oran lain. 
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